




















V. Bahwa selanjutnya obyek sengketa pada angka 2 dan 3 yang dikuasai oleh
Rohanan Suhardi alias Amaqg Sufawati, kemudian oleh Rohanan Suhardi alias
Amaq Sufawati, dijual kepada Amaq Ati, sehingga dilibatkannya Amaq Ati (pihak
ketiga) dalam perkara ini, karena Amaq Ati ikut menguasai sebagian dari obyek
sengketa peninggalan almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H.
MANSYUR (Pewaris).

VI. Bahwa demikian pula obyek sengketa pada angka 5 yang dikuasasi oleh Jafar alias
Amag Sahnawati, kemudian oleh Jafar alias Amagq Sahnawati telah dijual kepada
H. Najamudin dan setelah H. Najamudin meninggal dunia tanah sengketa pada
angka 5 dikuasai oleh anaknya yaitu M. Ali fikri, sehingga dilibatkannya M. Ali
fikri (pihak ketiga) dalam perkara ini karena M. Ali fikri ikut menguasai sebagian
dari obyek sengketa peninggalan dari almarhum MARJAN alias AMAQ
SRIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris).

VII. Bahwa perbuatan Rohanan Suardi alias Amagq Supawati yang menjual obyek
sengketa kepada Amaq Ati tanpa persetujuan dari para penggugat dan para turut
tergugat yang juga sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MARJAN alias
AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR yang berhak atas obyek sengketa adalah
tidak sah, sehingga jual beli tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dari
padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.

VIII. Bahwa perbuatan Jafar alias Amag Sahnawati yang menjual obyek sengketa
kepada H. Najamudin, tanpa persetujuan dari para penggugat dan para turut
tergugat yang juga sebagai ahli waris pengganti dan almarhum MARJAN alias
AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR adalah tidak sah, sehingga jual beli
tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah batal demi hukum
atau dibatalkan.

IX. Bahwa selurun obyek sengketa Ill.1 s/d 7 adalah peninggalan dari almarhum
MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR belum dibagi waris oleh
semua ahli waris penggantinya sampai dengan sekarang ini.

X. Bahwa para Penggugat khawatir terhadap tanah sengketa akan dialihkan
dipindahtangankan oleh para tergugat kepada pinak ketiga tanpa alas hak yang sah,
maka mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).

XI. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara
kekeluargaan, namun tidak berhasil sampai dengan sekarang, sehingga dengan
sangat terpaksa perkara mi diajukan ke Pengadilan Agama Selong untuk

mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
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- Menyatakan perkara Nebis in idem;
-  Menyatakan Pengadilan Agama Selong, tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama dalil-
dalil eksepsi para Tergugat dan jawaban pihak Penggugat, Majelis Hakim terlebin
dahulu mempertimbangkan mengenai fetitum terakhir dari eksepsi tersebut, pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Pengadilan Agama
Selong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;  fetitum eksepsi
tersebut, selain tidak didukung oleh dalil-dalil posita, juga para Tergugat pada
pokoknya mengakui selurun harta-harta objek sengketa adalah harta peninggalan
Pewaris yang telah dihibahkan semuanya kepada cucu-cucu Pewaris dari keturunan
anak pertama bernama SRI ALIM alias AMAQ KAPTIAH.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat, eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai eksepsi kewenangan dan
oleh karenannya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi pertama, para Tergugat mendalilkan gugatan yang
diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat hukum formal dan atau eror
inpersona dengan alasan Tergugat 13 (Amag Ati) dan 14 (M. Ali Fikri) seharusnya
ditempatkan sebagai turut Tergugat saja, sebab keduanya bukan ahli waris dari
H.Mansyur, juga penulisan nama dan alamat para Tergugat ada yang tidak benar ;
Eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak beralasan, oleh karena selain para
pihak telah mengetahui dan atau menerima relaas panggilan, juga para Tergugat
sendiri mengakui bahwa sebagian dari harta peninggalan Pewaris telah dijual oleh ahli
waris kepada Tergugat 13 (Amaq At) dan Tergugat 14 (M. Ali Fikri). Dengan
demikian, Tergugat 13 dan 14 menguasai sebagian harta peninggalan Pewaris.

Menimbang, bahwa eksepsi kedua para Tergugat, juga dinilai tidak beralasan
hukum, karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang
memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan
dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga, para Tergugat mendalilkan bahwa perkara a
quo adalah Nebis In Idem dengan dua alasan pokok yaitu : Pertama, bahwa tanah
sawah sengketa seluas 1,170 ha., telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong
antara H. Muhammad melawan A.SRIALIM alias H. MANSYUR dengan putusan
Nomor 135/PN/1957/Pdt., tanggal 14 Juni 1960 yang amarnya “pihak Tergugat (H.
MANSYUR) dihukum untuk menyerahkan setengah dari luas tanah sengketa kepada
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Penggugat (H. MUHAMMAD). Atas putusan tersebut, H.MANSYUR sebagai
Tergugat melakukan perdamaian dengan H.MUHAMMAD sebagai Penggugat yang
pada intinya, pihak Penggugat menyerahkan semua bagiannya kepada Tergugat
dengan pembayaran konpensasi berupa dua ekor sapi. Kedua, bahwa tanah sawah
seluas 1,170 ha., tersebut juga telah diperkarakan oleh Amaq lIhsan, dkk, melawan
Amaq  Supawati, dkk, di Pengadilan Agama Selong, Putusan Nomor
506/Pdt.G/1992/PA.SEL, tanggal 26 Januari 1993 dengan amar yang pada pokoknya
menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu perkara adalah Nebis In Idem,
dalam arti perkara a quo telah pernah diputus oleh Pengadilan sebelumnya, kemudian
diperiksa dan diputus kembali untuk Kkedua kalinya, maka Majelis Hakim
mengemukakan indikator atau unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perkara
Nebis In idem sebagaimana dimaksud Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yaitu adanya kesamaan obyek, alasan gugatan dan kesamaan para pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, para Tergugat
mengajukan bukti tertulis yang kemudian diberi bukti T.1 sampai dengan bukti T.26;
dan dari ke dua puluh enam bukti surat tersebut, yang berkaitan lansung dengan dalil
eksepsi hanyalah bukti T.2 dan T.3.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotocopy Surat Perdamaian antara H.
Muhammad dengan H. Mansyur, tertanggal 23 Maret 1967; sedang bukti T.3 berupa
fotocopy Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 506/G/PA. SEL/VII/1992,
tanggal 26 Januari 1993; kedua bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan
bermeterai, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materil dipertimbangkan bahwa bukti
T.2, selain hanyalah sebagai surat keterangan biasa yang digolongkan sebagai akta di
bawah tangan, juga dari isi surat tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :
= Bahwa telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Selong dengan putusan

Nomor 135/P.N./1957/Pdt. Tertanggal 14 Juni 1960 antara Haji Muhammad
sebagai Penggugat dengan Haji Mansyur, sebagai pihak Tergugat;
= Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah sawah seluas 1,170
ha., di Iding Daja, pipil No. 431, persil N0.92, klas | atas nama Amaq Serialim
(Pewaris);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipastikan bahwa

perkara a quo berbeda dengan perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan
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Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui
mediasi, dengan hakim mediator Drs. H. Saifuddin, namun upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan para
pinak berperkara agar menyelesaikan persengketaan di antara mereka secara
kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat pada pokoknya adalah Pewaris
telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1992, semasa hidupnya pernah menikah
dua kali, yakni dengan Inagq Srialim (isteri pertama) meninggal dunia tahun 1992 dan
Inaq Tika alias Hj. Hafsah (isteri kedua) meninggal tahun 2012. Perkawinan Pewaris
dengan isteri kedua tidak memperoleh anak (putung), sedang perkawinannya dengan
isteri pertama memperoleh dua orang anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari
Pewaris. Anak pertama Pewaris bernama Srialim alias Amagq Kaptiah, meninggal
tahun 1979, meninggalkan anak keturunan (para Tergugat), sedang anak kedua
Pewaris bernama Mahlim alias Inag Suhaini, meninggal dunia pada tanggal 21
Februari 1992, meninggalkan anak-anak keturunan (para Penggugat).  Anak-anak
Mahlim alias Inag Suhaini, di antaranya bernama Kamaruddin bin H. Mansyur, juga
telah meninggal dunia pada tahun 1992, meninggalkan seorang isteri dan satu orang
anak bernama Diana (TT.2); Dalil-dalil para Penggugat tersebut, pada pokoknya
diakui para Tergugat, kecuali membantah mengenai :

1. Bahwa terhadap butir satu huruf (b) gugatan para Penggugat, Isteri kedua
Pewaris bernama INAQ TIKA alias Hj. HAPSAH cerai mati tahun 2012, dengan
tidak memperoleh anak (putung), ini menjadi tanda tanya bagi para Tergugat
apabila almarhumah tidak meninggalkan keturunan, maka harus melihat ke atas
(orang tuanya), saudara  atau kemenakannya. Dilibatkannya sebagai ahli
warisnya karena semasa hidup beliau tinggal bersama kemenakannya sampai
beliau meninggal dunia.

2. Bahwa MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. Mansyur dari suami ketiga
bernama MESIR alias Bapak Salmasir, memperoleh anak 5 orang, namun anak
ketipa atas nama KAMARUDDIN meninggal dunia tahun 1999 dan
meninggalkan  seorang isteri, namun sayangnya isteri yang ditinggalkan
almarhum  Kamaruddin, tidak disebutkan identitasnya, melainkan hanya
disebutkan anaknya yakni DIANA (TT.2).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui para
Tergugat, dinilai sebagai dalil yang sudah tetap atau telah terbukti, sedang dalil-dalil
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gugatan waris, maka harus terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- Bahwa Tanah pekarangan seluas 14,47 are, telah menjadi gubuk dan semuanya
telah ditempati. ~ Adapun dua unit rumah yang berukuran 7x6 m2 dibangun
Pewaris tahun 1950, kemudian Pewaris menyerahkan ke Amaq Supawadi tahun
1975, dan oleh beliau rumah tersebut dibangun kembali tahun 2002 karena rumah
yang sudah ada sebelumnya sudah rusak berat, sedang rumah ukuran 8x9 m2,
dibangun oleh Pewaris tahun 1980 dan diberikan kepada Amaq Sahnawati,
kemudian ditempati secara bersama-sama dan direhab/diperbaharui sekitar tahun
2006 oleh Amaq Sahnawati. Selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa
semuanya salah sehingga gugatan kabur dan oleh karenanya gugatan harus
dinyatakan tidk diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut para Penggugat mengajukan replik
paba pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa hibah atas
harta obyek sengketa yang dilakukan oleh Pewaris kepada cucu-cucunya dari
keturunan anak pertama (SRIALIM alas AMAQ KAPTIAH) adalah tidak sah dan
harus dibatalkan, sebab hibah tersebut selain tidak menghiraukan hak-hak dari
anaknya yang lain (MAHLIM alias INAQ SUHAINI) atau tidak menghiraukan cucu-
cucunya dari keturunan anak kedua, juga hibah tersebut bertentangan dengan Kaidah
hukum ' Islam.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik
pada pokoknya menyatakan hibah yang dilakukan Pewaris adalah sah karena telah
sejalan dengan hukum adat dan kondisi saat hibah dilakukan tanggal 19 Nopember
1987, sedang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (termasuk Kompilasi Hukum
Islam), belum lahir, sehingga seluruh harta benda Pewaris telah diselesaikan sebelum
Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di depan persidangan, para pihak
sepakat bahwa seluruh harta obyek sengketa adalah peninggalan atau semula berasal
dari Pewaris (MARJAN alias AMAQ SERIALIM aliass H. MANSYUR). Selanjutnya
para pihak berselisih mengenai kedudukan tanah/rumah obyek sengketa sebagai harta
warisan Pewaris yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya, sebab oleh para
Tergugat didalilkan harta obyek sengketa tersebut telah dihibahkan semuanya oleh
Pewaris semasa hidupnya kepada cucu-cucunya sesuai kehendak Pewaris tanpa unsur
paksaan, sehingga tidak ada lagi harta warisan Pewaris yang tersisa untuk dibagi

kepada para ahli warisnya.
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SAHNAWATI; Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA; H. HADELI alias BAPAK
YAYAN dan SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL, sedang dua orang lainnya dari
keturunan anak pertama, masing-masing bernama KALSUM alias IBU SIR (T.1)
dan CANDRAWATI alias INAQ HUDA (T.4), tidak mendapatkan hibah dari
Pewaris, baik berupa tanah sawah, kebun atau pekarangan;

3. Bahwa anak kedua Pewaris bernama MAHLIM alias INAQ SUHAINI, tidak
mendapatkan hibah, baik dari tanah sawah, kebun atau tanah pekarangan, kecuali
berupa tanah sekedar sebagai tempat tinggal seluas 2 are (200 m2);

4. Bahwa cucu-cucu dari keturunan anak kedua (MAHLIM alias INAQ SUHAINI),
tidak menerima bagian harta/hibah;

5. Bahwa saksi-saksi baik dari Penggugat, maupun Tergugat, telah memintakan
bagian harta/hibah kepada anak Pewaris yang kedua, serta keturunan dari anak
yang kedua (para Penggugat), namun Pewaris tetap menolak atau tidak mau
memberi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah hibah
yang dilakukan oleh Pewaris atas selurun hartanya kepada sebagian cucu-cucunya,
dapat dinyatakan sebagai hibah yang sah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam atau
peraturan perundang-undangan; ataukah hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan
hukum, sehingga hibah tersebut harus dinyatakan hibah yang tidak sah atau tidak
mempunyai kekuatan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hibah yang dilakukan oleh Pewaris,
telah sejalan dengan ketentuan hukum atau tidak, Majelis hakim memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan harta
bendanya kepada siapa saja yang ia kehendaki, baik kepada keluarga ataupun orang
lain untuk dimiliki, tanpa membutuhkan persetujuan dari para ahliwaris. Hanya saja,
masalah hibah itu berkaitan lansung dengan pembagian kewarisan, sehingga dalam
Islam dikenal istilah al-hilah al-syari’ah  yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan
atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban. Oleh karena itu,
al-hilah al-syari’ah merupakan bentuk rekayasa suatu perbuatan seseorang untuk
mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku
untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara’ yang lebih penting daripada
amalan yang dilakukannya. Dalam pratek hibah, salah satunya ialah adanya

keinginan pemberi hibah (wahib) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah
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dengan jumlah vyang diinginkan, guna menghindari ketentuan hukum lain yang
membatasi jumlah harta warisan dan atau untuk menghindari pelaksanaan secara
implisit hukum fara’id.  Akibatnya, sangat merugikan para ahli waris yang lain.
Dengan dasar ini, maka kebebasan seseorang melakukan perbuatan hibah, bukanlah
kebebasan mutlak tanpa kendali, melainkan dalam kasus-kasus tertentu selain hibah
harus dengan batasan tertentu, juga dengan persetujuan ahliwaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tolak ukur yang dijadikan dasar untuk
menguji sah atau tidaknya hibah yang dilakukan Pewaris kepada cucu-cucunya
adalah :

1. Apakah hibah dilaksanakan dengan i’tikad baik ?

2. Apakah hibah telah sejalan dengan rukh syari’at Islam ?

3. Apakah hibah tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan atau perundang-
undangan ?

Menimbang, bahwa hibah Pewaris terhadap ahliwarisnya, sebagaimana
berdasarkan fakta-fakta di muka, selain ditujukan kepada sebagian cucu-cucunya dari
keturunan anak pertama bernama SRIALIM aliass AMAQ KAPTIAH yang meninggal
dunia lebin dahulu dari Pewaris, juga obyeknya meliputi seluruh harta bendanya,
sehingga tidak ada lagi harta yang tersisa untuk ahli waris yang lain.  Adapun anak
perempuan Pewaris  satu-satunya yang masih hidup saat hibah dilakukan tidak
menerima bagian termasuk kesembilan orang anak-anak keturunannya yakni para
Penggugat dan atau Turut Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis
hakim menemukan indikasi kuat bahwa hibah yang dilakukan Pewaris adalah hibah
yang digolongkan sebagai al-hilah al-syari’ah yaitu hibah yang dilakukan dengan
tujuan agar harta-harta Pewaris tidak jatuh kepada ahliwaris yang lain atau untuk
menghindari adanya pembagian warisan secara fara’id kepada para ahliwaris.

Menimbang, bahwa selain itu, para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan
bahwa *Pewaris memberikan semua tanah-tanahnya kepada anak dan cucunya melalui
hibah tahun 1987. Pemikiran Pewaris saat itu sudah tepat karena benar apabila nanti
sudah tidak lagi di atas dunia, maka tidak ada lagi yang diperkarakan. Tindakan
beliau sudah tepat karena Kompilasi Hukum Islam saat itu belum berlaku, sehingga
tindakan para Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama tidak tepat, karena
surat pernyataan hibah dibuat tahun 1987 itu tidak bisa diganggu gugat lagi, karena
adanya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku tahun 1991”. Jawaban para Tergugat

tersebut menunjukkan bahwa tujuan hibah yang dilakukan Pewaris adalah untuk
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menghindari adanya pembagian harta warisan kepada para ahliwaris dikemudian hari,
khususnya kepada anak perempuannya dan atau cucu-cucu dari anak perempuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula saksi-saksi
Penggugat bernama H. MASTUR bin AMAQ ALMAN dan AMAQ SUMINAH bin
AMAQ RUHNA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut belum
pernah dibagi waris, namun telah dihibahkan semuanya kepada cucunya dari
keturunan Amaq Kaptiah, saksi ketahui karena saat itu diundang ke rumahnya.
Selanjutnya  saksi-saksi memintakan kepada H.Mansyur untuk anaknya yang
perempuan, namun tidak diberikan oleh H. Mansyur dengan alasan yang tidak jelas.
Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi dari
para Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis Hakim
menemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi-saksi pernah meminta lansung kepada H.
MANSYUR (Pewaris) agar anak perempuan Pewaris dan atau cucu-cucu dari anak
perempuan tersebut, juga diberikan hibah, namun ditolak oleh H. MANSYUR tanpa
alasan yang jelas.  Hal ini pula menjadi pertanda bahwa masyarakat awam saja disaat
itu, menilai hibah yang dilakukan Pewaris kepada sebagian cucunya, dilakukan tidak
sesuai dengan yang semestinya atau tidak rasional, sehingga saksi-saksi memintakan
bagian untuk ahliwaris yang seharusnya menerima bagian, justeru tidak menerima
hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah dalam perkara a quo selain tergolong
hibah al-hilah al-syari’ah yang bertujuan untuk menghindari pembagian warisan atau
jatuhnya harta Pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, juga tidak
terbukti adanya persetujuan dari ahliwaris yang lain, maka hibah yang demikian oleh
Majelis hakim dinilai tidak dilaksanakan dengan 1’tkad baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hibah Pewaris telah sejalan dengan
rukh syari’at Islam atau tidak ? dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Allah swt. menurunkan syari’at Islam adalah untuk
kemaslahatan hamba-Nya.  Ketentuan pembagian warisan dalam Islam dengan
perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah syari’at
Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Manakala pembagian warisan belum dapat
dilaksanakan karena Pewaris belum meninggal dunia, maka pengalihan harta benda
kepada para ahliwaris dapat dilakukan dengan cara hibah. Pelaksanaan hibah,

hendaknya tidak mengabaikan ketentuan Allah swt. dalam pembagian kewarisan.
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telah menjadi gubuk dan semuanya telah ditempati, termasuk Penggugat sendiri
penerima hibah dari Pewaris. Adapun dua unit rumah yang berukuran 7x6 dibangun
tahun 1950, kemudian Pewaris menyerahkan ke Amaq Supawati tahun 1975, dan oleh
beliau rumah tersebut dibangun kembali tahun 2002 karena rumah yang sudah ada
sebelumnya sudah rusak berat.  Selanjutnya rumah dengan ukuran 8 x 9 dibangun
Pewaris 1980, kemudian diberikan kepada Amaq Sahnawati serta ditempati secara
bersama-sama, kemudian rumah tersebut di rehab sekitar tahun 2006 oleh Amaq
Sahnawati. Selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa semuanya salah
sehingga gugatan kabur, sedang lokasi yang ditempai Penggugat tidak memasukkan ke
dalam gugatannya karena hanya mau mendapat tanah dari Tergugat saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan tersebut, para Tergugat
mendalilkan ada tanah pekarangan yang dikuasai oleh Penggugat seluas 2,5 are.,
namun tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara a quo. Keberatan ini tidak
diajukan dalam bentuk rekonvensi, sehingga keberatan para Tergugat tersebut dinilai
tidak beralasan hukum dan atau tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan oleh
karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai dua buah rumah yang oleh Tergugat didalilkan
satu unit rumah telah direnovasi dan satu unit lainnya dibangun kembali oleh para
Tergugat;  dalil-dalil tersebut telah dikuatkan dengan saksi-saksi, khususnya saksi
PAHMAN HADI bin AMAQ MAHSU, namun keterangan saksi-saksi tersebut, selain
tidak mengetahui besaran biaya renovasi dan atau pembangunan rumah, juga tidak
mengetahui dari mana asal biaya tersebut diperoleh (apakah dari hasil sendiri atau ada
kaitannya dengan tanah sawah/kebun Pewaris yang oleh Tergugat selama ini digarap
dan atau dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, dalil para penggugat
yang menyatakan dua unit rumah adalah peninggalan Pewaris, selain telah sejalan
dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat di depan persidangan, juga pada
dasarnya diakui oleh para Tergugat, sehingga meskipun para Tergugat mendalilkan
rumah tersebut telah direnovasi dan atau telah dibangun kembali oleh para Tergugat
tanpa persetujuan ahli waris lain, maka dua unit rumah tersebut, harus dikualifikasi
sebagai harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat terhadap harta
obyek sengketa didasarkan pada adanya penyerahan hibah oleh Pewaris kepada para
Tergugat, sedang hibah tersebut oleh majelis hakim dinyatakan tidak sah atau tidak

mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut,  dalil-dalil
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juga para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, pada pokoknya
menyatakan ada sebagian obyek sengketa yang telah dijual oleh sebagian ahli waris
kepada pihak ketiga, namun Majelis hakim berpendapat bahwa penjualan penjualan
yang dilakukan oleh sebagian ahliwaris dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris
lainnya, yang pada dasarnya diakui para Tergugat, sehingga terhadap surat yang
timbul/dibuat sepihak oleh Tergugat dengan pihak lain terhadap obyek sengketa
tersebut, apakah itu berupa surat jual beli, surat gadai, atau surat hibah dan lain-lain,
maka terhadap surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,
karena surat itu ditimbulkan dari perjanjian yang cacat hukum, dimana salah satu
unsur perjanjiannya adalah bukan berupa obyek tanah yang halal dalam arti tanah
tersebut masih kepunyaan/hak ahli waris yang lain dan belum merupakan hak milik

Tergugat sepenuhnya, hal mana bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya MARJAN alias AMAQ
SERIALIM aliass H. MANSYUR (Pewaris), meninggalkan beberapa orang cucu dari
anak laki-laki (SERIALIM aliass AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR) yang
meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, serta meninggalkan beberapa orang cucu
dari anak perempuan (MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR) yang
juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, maka cucu-cucu Pewaris tersebut,
masing-masing menggantikan kedudukan orang tuanya, sebagaimana berdasarkan
ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian waris yang akan diberikan kepada
anak laki-laki (SERIALIM aliass AMAQ KAPTIAH bin HMANSYUR) dan anak
perempuan (MAHLIM aliass 1INAQ SUHAINI bintit H.  MANSYUR),
dipertimbangkan sebagai berikut :

(1) Bahwa anak-anak Pewaris hanya dua orang yakni satu orang laki-laki dan satu
orang perempuan, keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;

(2) Bahwa anak laki-laki Pewaris (SERIALIM alas AMAQ KAPTIAH bin
H.MANSYUR), meninggal dunia tahun 1979, meninggalkan 7 orang anak (5
orang laki-laki dan 2 orang perempuan), sedang anak perempuan Pewaris
(MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR), meninggal dunia tahun
1992, meninggalkan 9 orang anak (6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan);

(3) Bahwa semasa hidup Pewaris, telah menghibahkan seluruh hartanya kepada cucu-
cucunya dari anak laki-laki dan tidak kepada anak perempuannya dan atau cucu-

cucunya dari anak perempuan;
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